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ABSTRAK 

 

Penerimaan PBB kota Banda Aceh tahun 2018 sampai 2022 mengalami ketidakstabilan 

setiap tahunnya, salah satu faktor penyebabnya adalah prosedurnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk  mengetahui bagaimana prosedur pemungutan PBB dalam 

meningkatkan PAD pada BPKK Banda Aceh, dan bagaimana perolehan sumber PBB  

dalam meningkatkan PAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan melalui  observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data serta triangulasi sumber, dan triangulasi teknik sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur 

pemungutan PBB berdasarkan indikator pendaftaran, penilaian, penetapan dan 

pembayaran sudah berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan, akan tetapi di dalam 

indikator pendataan, penagihan dan pencatatan belum sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan. Hal ini dibuktikan  dengan  ketetapan dan realisasi yang telah ditetapkan 

belum mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, hambatannya adalah 

kepemilikan objek pajak dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar objek 

pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pemungutan PBB dalam 

meningkatkan PAD telah dilaksanakan meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya. 

  

Kata Kunci: Prosedur, PBB, PAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/Pmk.03/2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/Pmk.03/2019 

Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) mengamanatkan bahwa “untuk 

menyesuaikan ketentuan klasifikasi objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

lainnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan 

memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang dilaksanakan secara adil, transparan, 

akuntabel, dan selaras berdasarkan Undang-Undang.”1 Sebagaimana data di atas, perlu 

menghubungkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, bahwa menteri itu memimpin departemen pemerintahan maksudnya 

adalah tugas menteri utamanya untuk membantu presiden dan memimpin departemen 

pemerintahan. 

Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai 

perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam 

 
1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/Pmk.03/2022 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/Pmk.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara 

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan. 
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bidang sosial dan ekonomi. Salah satu yang menjadi potensi sumber pendapatan kota 

Banda Aceh adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori 

pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah direvisi 

menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 

Yang Berdasarkan Pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjelaskan bahwa “Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya 

merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan 

fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”2 Maka 

dari itu bukan hanya masyarakat saja yang terlibat akan tetapi pemerintah pusat juga 

ikut membiayai penyediaan fasilitas melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan. 

Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahunnya mempunyai target dalam 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, akan 

tetapi target tersebut belum terealisasi dengan sempurna. Dalam realisasi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan BPKK sendiri telah melakukan laporan ilmiah untuk setiap 

minggunya sehingga data yang dimiliki mempunyai pembaharuan. Hal ini dilakukan 

untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan dalam realisasinya. Berikut 

disajikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Banda Aceh Tahun 2018-

2022: 

 

 

 
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Ungdang Nomor 12 Tahun 

1985 Tentang Pajak Bumi Dan Dan Bangunan. 
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Tabel 1.1  

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Banda Aceh  

Tahun 2018-2022 

No Periode 

Tahun 

Ketetapan Realisasi Persentase % 

1 2018 7,521,894,193 5,389,478,250 71.65  

2 2019 7,190,002,254 6,186,813,058 86.05  

3 2020 10,442,198,703 5,352,880,265 51.26 

4 2021 13.574.858.323 6.064.482.853 44,67 

5 2022 13.494.507.657 6.605.871.774 48,95 

Sumber: Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Kota(BPKK) Banda Aceh 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami 

ketidakstabilan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2018 dan 

2019 persentasenya hampir mencapai ketetapan walaupun realisasi belum mencapai 

100%. Selanjutnya tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan padahal pemerintah 

sudah memberikan penambahan ketetapan agar realisasi mercapai target akan tetapi 

sebaliknya persentasenya mengalami penurunan pesat. Dan selanjutnya 2022 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan tetapi jika dibandingkan dengan dua 

tahun sebelumnya persentasenya jauh lebih tinggi tahun 2018 dan 2019 dari pada tahun 

2022, salah satu faktor penyebabnya adalah prosedurnya. Dalam artian, hal ini 

menyebabkan target yang telah ditetapkan pemerintah tidak mencapai target, sehingga 

ketidaktahuan wajib pajak dalam membayar pajak dan juga kurangnya konsistensi 

dalam mengelola objek pajak. Kemudian juga berdampak dalam pembangunan di 

wilayah Kota Banda Aceh dan akan mempengaruhi seberapa besar kontribusi 
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penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD suatu daerah, maka akan 

semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah bahwa “Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih 

dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga 

memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses 

pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib 

pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.”3 

Kemudian dalam penelitian ini peneliti lebih dominan kepada Prosedur 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan pada BPKK Banda Aceh 

berdasarkan Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Banda 

Aceh bahwa Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari Prosedur 

Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan 

Bangunan, Prosedur Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur Penetapan Pajak 

Bumi dan Bangunan, Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur 

 
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 



5 

 

 
 

Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan 

Bangunan.4 

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin melihat 

prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan bagi wajib pajak 

yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya dan mampu melaksanakan 

pembangunan secara maksimal. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul 

“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penelitian di atas maka yang menjadi identifikasi masalah terhadap 

penelitian skripsi ini sebagai berikut : 

1. Lemahnya kemampuan aparatur dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Sebagai Sumber Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Terbatasnya objek dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 
4 Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah Dan Bangunan Kota Banda Aceh. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pemungutan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh? 

2. Bagaimana perolehan sumber PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemungutan PBB dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota 

Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perolehan sumber PBB dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota 

Banda Aceh. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bahan penelitian 

dan megembangkan ilmu pengetahuan terkait pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan sumbangan saran dan informasi khususnya Dinas BPKK 

Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

melalui penerapan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 
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1.6 Penjelasan Istilah 

1. Prosedur merupakan suatu urutan  kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam 

melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 

atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta.5 

2. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan orang atau badan yang mempunyai 

kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan undang-undang PBB yang 

sebagian hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing.6 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan di daerah demi mensejahterakan masyarakat di daerah.7 

 

 

 

 

 

 

 
5 Dewi Rahmawati. (2016) Evaluasi Sistem Informasi Akuntasi Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan 

Pengendalian Intern Perusahaan. Malang. hal 1. 
6 M. Hasan Ma’ruf, Sri Supatminingsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Surakarta. Vol 20 (02), hal. 2. 
7 Putu Agus Sudarma, Gede Mertha Sudiartha. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Asli Daerah. Bali. Vol 9, hal 17. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Pembahasan 

Reski 

Amalia 

(2019) 

 

Sistem dan 

Prosedur 

Pemungutan 

Pajak Bumi 

Bangunan dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan  

Asli Daerah Kota 

Samarinda 

Kualitatif 

deskriptif  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sudah sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Hal ini dilihat dari 

prosedur yang dilaksanakan sudah 

berurutan yang dimulai dari 

pendaftaran sampai dengan 

pembayaran. Pihak Bapenda Kota 

Samarinda melakukan penyuluhan 

atau sosialisasi dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada 

masyarakat. Akan tetapi masih ada 

juga wajib pajak yang kesadaran 

membayar pajaknya masih kurang, 

serta masih ada wajib pajak yang 

belum memahami dengan baik 

sistem dan prosedur dalam 

pemungutan PBB. 

Ichzar Haiqal 

(2020) 

Optimalisasi 

Pengelolaan Pajak 

Bumi Bangunan 

Perdesaan Dan 

Perkotaan (Pbb-

P2) Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Di 

Kabupaten Poso 

Provinsi Sulawesi 

Tengah 

Kualitatif  Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa belum optimal karena 

terdapat hambatan yang terjadi 

seperti kurangnya petugas 

pengelola pajak, akses wajib pajak 

yang sulit dijangkau, dan kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak 

masih kurang, dan fasilitas yang 

berguna untuk menunjang 

pelayanan yang lebih baik. 
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Harianti.H. 

Basri,dkk 

(2022) 

Analisis Sistem 

Prosedur 

Pemungutan 

Pajak Bumi Dan 

Bangunan 

Perdesaan Dan 

Perkotaan Di Kota 

Manado 

Deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sudah menunjukkan cukup 

baik dengan mengikuti standar 

operasional prosedur yang berlaku. 

Meskipun masih terdapat 

kurangnya pemahaman dan 

kesadaran dari wajib pajak dalam 

melunasi utang pajaknya. Hal ini 

disebabkan kurangnya penyuluhan 

kepada masyarakat tentang 

prosedur pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan  

oleh Reski Amalia 

Penelitian ini  memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reski 

Amalia yaitu sama-sama menggunakan objek dan teori yang sama yaitu prosedur, 

Pajak Bumi Dan Bangunan  dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu pula, pada 

penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. 

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada penambahan sistem pada teori 

yang digunakan. Serta perbedaan yang mendasar  antara keduanya adalah lokasi yang 

digunakan yang mana penelitian ini terletak pada BPKK Banda Aceh dan penelitian 

terdahulu terletak di kota samarinda. 

2. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ichzar Haiqal  

Penelitian ini  memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ichzar 

Haiqal yaitu sama-sama menggunakan objek dan teori yang sama yaitu pajak bumi dan 

bangunan. 
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Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian ini 

lebih berfokus kepada prosedur  Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan sedangkan 

penelitian terdahulu lebih berfokus kepada Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan. 

3. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Harianti.H.Basri,dkk 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Harianti.H.Basri,dkk yaitu sama-sama menggunakan objek dan teori yang sama yaitu 

prosedur, Pajak Bumi Dan Bangunan  dan Pendapatan Asli Daerah. 

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada metode yang digunakan yang 

mana penelitian ini lebih menjelaskan prosedur Pajak Bumi Dan Bangunan sedangkan 

penelitian terdahulu lebih menjelaskan analisis kepatuhan dan analisis pengendalian 

internal. 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Teori Prosedur 

Prosedur (procedure) yaitu serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan.8 Sedangkan menurut Baridwan Zaki menyatakan bahwa prosedur 

adalah suatu urutan kegiatan yang saling terkait dan saling terikat, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

 
8 Lilis Puspitawati, Sri Dewi Anggadini. (2011). Sistem Imformasi Akuntansi.Yogyakarta: Graha Ilmu. 

hal 23. 
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penanganan secara seragam transaksi perubahan yang terjadi berulang-ulang.9 

Kemudian menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan 

makin bersih, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak termasuk penyederhanaan 

dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan 

pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta 

peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. 

Karakteristik dan Manfaat Prosedur yaitu:10 

1) Karakteristik prosedur 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya: 

a. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi. 

b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

d. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. 

e. Menunjukan tidak adanya keterlambatan. 

f. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota 

organisasi agar tidak terjadi penyimpangan. 

2) Manfaat Prosedur 

Manfaat prosedur sebagai berikut:  

 
9 Baridwan, Zaki. (2002). Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi 5. Yogyakarta: 

BPFE. hal 3. 
10 Mulyadi. (2001). Sistem Akuntasi Edisi Tiga. Jakarta: Selemba Empat. hal 6. 



12 

 

 
 

a. Prosedur harus lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah 

kegiatan dimasa yang akan datang. 

b. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga 

menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang 

seperlunya saja. 

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh 

seluruh pelaksana. 

d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan 

efisien. 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila 

terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan 

sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. 

Kemudian menurut Moekijat ciri-ciri prosedur meliputi : 

a. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, 

tidak didasarkan dugaan-dugaan atau keinginan. 

b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki 

fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang 

dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-fakta 

yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan 

untuk mengatasi keadaan darurat dan penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu. 
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c. Prosedur harus mengikuti zaman 

Berdasarkan dari definisi di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Tinjauan Prosedur adalah suatu kegiatan identifikasi proses urutan-urutan yang 

tepat dari tahapan instruksi transaksi bisnis yang terjadi dengan  menerangkan 

secara jelas apa, siapa, kapan dan bagaimana proses pengerjaannya.11 

Dalam pelaksanaannya, prosedur juga memiliki beberapa aturan formal yang 

harus ditaati yaitu: 

a. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup 

kegiatan. 

b. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab. 

c. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-

dokumen terkait. 

d. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, 

alat, dan juga dokumen yang sesuai. 

e. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian. 

f. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai. 

g. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun rekaman 

penjelasan prosedur. 

 

 

 
11 Syunu Trihantoyo. (2020). Menajemen Keuangan Pendidikan. Surabaya: Pustaka Aksara. hal 112. 
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2.2.2 Konsep Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum dan tata 

cara pajak yakni “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.12 Pajak juga menjadi sumber penerimaan 

terbesar Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan 

memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. 

Pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau 

pajak negara adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), dan Bea Materai. Pajak daerah 

adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

Peraturan.13  

 

 

 

 

 
12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pajak. 
13 Yuwita Ariessa Pravasanti. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Akuntasi ITB AAS Indonesia. Vol 21 (01), hal 142. 
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Pajak tentunya mempunyai fungsi dalam penerapannya yaitu: 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara atau disebut juga fungsi utama pajak, atau 

fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas 

Negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun 

luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka 

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 

untuk produk luar negeri. 

3) Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini 

bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan 

pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat 
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membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat.14 

Di indonesia juga memiliki sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pemungutan pajak 

yang berarti sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan. 

Hal ini sudah menjadi fenomena umum yang dilakukan di berbagai negara lainnya. 

Berikut adalah sistem pemungutan pajak : 

a. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penggunaan 

sistem ini digunakan oleh pajak bumi dan bangunan, karena melibatkan masyarakat 

dari semua lapisan yaitu mereka memiliki, menguasai atau mengambil manfaat dari 

bumi dan bangunan selaku subjek pajak. 

b. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Penggunaan sistem ini 

memerlukan kesadaran yang penuh dari masyarakat yang merupakan wajib pajak. 

 

 

 
14 Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: 

Cetakan Pertama. Buku Litera. 
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c. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.15 

2.2.3 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak tidak langsung dan hasil 

penerimaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah objek pajak yang 

bersangkutan. Sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan 

kepada daerah. Penggunaan pajak pada daerah diharapkan akan memberikan kesadaran 

kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pemenuhan 

kewajiban membayar pajak mencerminkan sifat gotong-royong rakyat akan 

pembiayaan pembangunan.  

Di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi  Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan bahwa Bumi adalah permukaan bumi yang 

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan 

yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks 

bangunan tersebut;  

b. Jalan tol;  

 
15 Mardiasmo. (2002). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Universitas Michigan: Andi. 
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c. kolam renang;  

d. Pagar mewah dihitung sebagai komponen penilaian NJOP bangunan, saat 

dilakukan penilaian individual pada bangunan-bangunan dengan kriteria 

tertentu; 

e.  Tempat olahraga;  

f.  Galangan kapal, dermaga; 

g.  Taman mewah dihitung sebagai komponen penilaian NJOP bangunan, saat 

dilakukan penilaian individual pada bangunan-bangunan dengan kriteria 

tertentu;  

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan  

i. Menara.16 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 77 Ayat (1) Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa “objek Pajak Bumi 

dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.17 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 77 Ayat (3) Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa objek pajak yang tidak 

dikenakan PBB sebagai berikut: 

 
16 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi  Dan Bangunan Perdesaaan Dan 

Perkotaan. 
17Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia 28 Pasal 77 Ayat (1) Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah. 
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1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

2. Digunakan untuk melayani kepentingan umum pada bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan 

dalam memperoleh keuntungan; 

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya; 

4. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan, wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani 

suatu hak; 

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan atas asas 

perlakuan timbal balik; 

6. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan 

oleh menteri keuangan.18 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 78 Ayat (1) 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa “subjek 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.”19 Untuk 

mengetahui seseorang wajib pajak membayar PBB setiap tahunnya, kriteria ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-

 
18 Ibid., Ayat (3). 
19 Ibid., Pasal 78 Ayat (1). 
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Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, bahwa 

diantaranya: 

1. Mempunyai bukti kepemilikan sah atas bumi (tanah); 

2. Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) yang dimiliki; 

3. Memiliki bangunan fisik; 

4. Mempunyai hak dan kekuasaan atas bangunan; 

5. Mendapatkan beragam manfaat aset bangunan. 

Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan agar tercapai target yang diinginkan. Dalam kontribusi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah hanya 20% dari 

pendapatan asli daerah (PAD). 

2.2.4 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah 

dan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan 

yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah 

dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.20 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati 

atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara 

 
20Baldric Siregar. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis 

Akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hal23. 
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untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara 

intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu 

menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati 

potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian 

sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru.21 

Pendapataan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-

Lain PAD Yang Sah. Berdasarkan teori dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber- sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah 

yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. 

Berikut adalah sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah:22 

1. Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah kontribusi 

wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Adapun jenis Pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:23 

 
21 Carunia Mulya Firdausy. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 

Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal 30. 
22 Safar Nasir. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi 

Daerah. Universitas Ahmad Dahlan. Vol 2, hal 4-5. 
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 



22 

 

 
 

a) Pajak Hotel; 

b) Pajak Restoran; 

c) Pajak Hiburan;  

d) Pajak Reklame;  

e) Pajak Penerangan Jalan;  

f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;  

g) Pajak Parkir;  

h) Pajak Air Tanah;  

i) Pajak Sarang Burung Walet;  

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  

k) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan 

ganda yaitu : 

a) Sebagai sumber pendapatan daerah  

b) Sebagai alat pengatur  

2. Retribusi Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau 
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badan. Secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah 

yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu:24 

a) Retribusi Jasa Umum  

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan.  

b) Retribusi Jasa Usaha  

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

c) Retribusi Perizinan Tertentu  

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang 

khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan.  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan 

tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta 

penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan 

 
24 Ibid. 



24 

 

 
 

modal pada perusahaan milik negara. Adapun jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan mencakup: 

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN); 

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN); 

c) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun 

kelompok masyarakat. 

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan Pendapatan Asli Daerah 

yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk 

dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan 

ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah 

daerah. Kemudian yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:25 

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b) Jasa giro; 

c) Pendapatan bunga; 

d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing  

 
25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 
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e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 

pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1994 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan 

Bangunan. 

▪ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

234/Pmk.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 186/Pmk.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata 

Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan. 

 

1. Bagaimana prosedur pemungutan PBB dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota 

Banda Aceh? 

2. Bagaimana perolehan sumber PBB dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh? 
 

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh  
 

1. Pendaftaran 

2. Pendataan 

3. Penilaian 

4. Penetapan 

5. Pembayaran 

6. Penagihan 

7. Pencatatan 
 

1. Prosedur pemungutan PBB masih kurang efektif dan 

efisien. 

2. Belum adanya penanganan khusus terhadap  

kepemilikan objek  pajak dan partisipasi masyarakat 

yang masih kurang. 

TEORI 

UTAMA 

 

Teori Prosedur 
 

TEORI 

PENDUKUNG 

1. Konsep 

pajak 

2. Konsep PBB 

3. Konsep PAD 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
Sumber: Data Diolah, 2023 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.26  

Deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada 

berdasarkan data-data dengan proses menyajikan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan.27 Dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan peristiwa 

yang menjadi pusat penelitian atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari 

sehingga akan memperoleh kesimpulan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. 

 

 

 
26 Albi Anggito,Johan Setiawan. (2018). Metode Penelitian Kualitatif..Jawa Barat:CV.Jejak, hal 8. 
27 Narbuko Ahmadi. (2015). Metedologi Penelitian. Jakarta: Bumi Askara. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah 

suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Tujuannya 

untuk membatasi studi kualitatif dan juga membatasi penelitian agar memilih mana 

data yang relevan dan data mana yang tidak relevan. 

Tabel 3.1 

 Prosedur Pemungutan  

No Dimensi Indikator Sumber 

1 

 

 

 

 

Prosedur 

pemungutan PBB 

a. Pendaftaran 

b. Pendataan 

c. Penilaian 

d. Penetapan  

e. Pembayaran 

f. Penagihan 

g. Pencatatan  

 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 

12 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Bumi  Dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan 

Peraturan Walikota Banda Aceh 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Sistem Dan 

Prosedur Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan Kota Banda Aceh 
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Tabel 3.2 

 Perolehan Sumber PBB 

No Dimensi Indikator Sumber 

1 

 

 

 

 

 

Perolehan 

sumber PBB 

a. Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) 

b. Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 

c. Qanun Kota Banda 

Aceh Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang 

Pajak Bumi  Dan 

Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan 

 

Undang-Undang Nomor 12 

Tahun  1994 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi 

Dan Bangunan. 

Peraturan Walikota Banda Aceh 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Sistem Dan 

Prosedur Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan Kota Banda Aceh. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh khususnya dalam 

ruang lingkup Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh di jalan 

Tgk.Abu Lam U No.7 Banda Aceh, hal ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan 

karena menganggap dinas tersebut sangat berpengaruh dalam pengelolaan PBB dan 

peningkatan PAD. 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di 

BPKK Banda Aceh. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara dan observasi 
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terhadap pihak-pihak yang mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pendapatan 

Asli Daerah Kota Banda Aceh. Adapun data primer yang diambil adalah dengan 

melakukan wawancara dan melakukan observasi langsung dilapangan dengan melihat 

dan mengamati permasalahan yang ada di lapangan hal ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang telah diolah dan diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung melalui dokumentasi dan arsip-arsip mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kota Banda Aceh. Adapun data sekunder yang diambil adalah laporan 

perkembangan realisasi dan target pendapatan daerah dari tahun 2018-2022 dan setiap 

prosedur yang diterapkan BPKK kepada masyarakat untuk melihat penerapan kegiatan 

di lapangan. 

3.5 Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala BPKK 1 (Satu) Orang  

2 Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan 

BPHTB 

1 (Satu) Orang 

3 Staf BPKK 2 (Dua) Orang 

4 Wajib Pajak (masyarakat) 3 (Tiga) Orang 

 Jumlah 7 (Tujuh) Orang 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

dan melakukan pencatatan secara langsung terhadap unsur-unsur yang berkaitan 

dengan penelitian, yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang bagus dan luas tentang 

permasalahan yang sedang diteliti.28  

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang 

ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung 

oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Pada dasarnya tujuan 

observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang 

berlangsung, individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan 

perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang 

terlibat tersebut.29 Metode ini digunakan untuk  mengetahui prosedur pemungutan PBB 

sebagai PAD pada BPKK Banda Aceh.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang 

berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan 

jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.30 Pada wawancara ini peneliti 

 
28 Abdurrahman Fatoni. (2011). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi. Jakarta: Rineka 

Cipta. hal 104. 
29 Haris Herdiansyah. (2015). Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian 

Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. hal 131-132. 
30 Op.Cit. hal 105. 
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menggunakan wawancara yang semi terstruktur, yang mana jenis wawancara ini sudah 

termasuk dalam kategori indepth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajukan wawancaranya diminta pendapat, dan ide-idenya.31 

Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini objek wawancara 

adalah langsung dengan para Kepala BPKK, Kasubid Tata Usaha UPTD PBB Dan 

BPHTB, Ketua Komisi B, Staf BPKK Dan Wajib Pajak. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi 

digunakan untuk menelusuri data historis.32 Dokumen adalah catatan tertulis tentang 

berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang: 

a. Sejarah Singkat BPKK Banda Aceh 

b. Tugas dan Fungsi BPKK Banda Aceh 

c. Struktur Organisasi BPKK Banda Aceh 

d. Prosedur Pemungutan PBB 

 
31 Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung. hal 73-74. 
32 Mukhamad Saekan. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif, Nora Media Enterprise. Kudus. hal 82. 
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e. Perolehan Sumber PBB Dalam Meningkatkan PAD 

Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi yang 

didapatkan dari hasil observasi dan interview. 

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan kriteria keabsahan data dan agar data dalam penelitian ini 

dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa teknik untuk melakukan uji 

keabsahannya diantaranya yaitu :  

A. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui dengan beberapa sumber. Data 

yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

B. Triangulasi Teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila 

dengan teknik kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar.33 

 

 

 

 

 
33 Sugino. (2007). Metedologi Penelitian Bisnis. Jakarta: PT.Graedia, hal 274. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Pasal 22 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu urusan yang diwadahi dalam bentuk 

dinas adalah urusan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset. Urusan 

tersebut yang pada awalnya terbagi pada Dinas Pendapatan, Bagian Umum (Subbag 

Perlengkapan) dan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, maka 

berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 31 

Desember 2008 terbentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

dipimpin oleh Bapak Mairul Hazami, SE, M.Si sampai dengan Agustus 2012 dan 

Gambar 4.1 Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Kota 

(BPKK) Banda Aceh 
Sumber: Diolah Peneliti 
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sekarang dipimpin oleh Bapak M.Iqbal Rokan,S.STP. Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah beralamat di Gedung B, Balai Kota Banda Aceh Jalan Tgk Abu Lam 

U No 7. 

 Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Pasal 46 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah bahwa Badan Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Banda Aceh. Dan berdasarkan Qanun tersebut maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Banda Aceh berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan 

Kota Banda Aceh dengan tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang bidang 

Keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dipimpin oleh Bapak 

M.Iqbal Rokan,S.STP sampai dengan saat ini. Dan beralamat di Balai Kota Gedung B, 

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh - website: bpkk.bandaacehkota.go.id.  

4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Badan Pengelolaan Badan Keuangan Kota Banda 

Aceh 

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Pasal 7 Tahun 2016 tentang 

susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan Kota Banda Aceh, mempunyai tugas “melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Kota”.  
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Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan  mempunyai 

fungsi yaitu (Pasal 8) : 

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

bidang keuangan; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah bidang keuangan; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan 

Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut (Pasal 9) : 

1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK; 

2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; 

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK; 

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 

5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau 

lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK; 

8. Menyimpan uang daerah; 
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9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan 

investasi; 

10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran 

dan beban rekening Kas Umum Daerah; 

11. Mendelegasikan sebagian kewenangan dengan pemerintah bawahan untuk 

melakukan pemungutan  pajak dan retribusi; 

12. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

Pemerintah Kota Banda Aceh; 

13. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota; 

14. Mengelola utang piutang daerah; 

15. Melakukan penagihan piutang daerah; 

16. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

17. Menyajikan informatika keuangan daerah; 

18. Mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang 

milik daerah. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Badan Pengelolaan Keuangan Kota mempunyai Struktur Organisasi yang 

terdiri dari : 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

A. Subbagian Program dan Pelaporan; 
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B. Subbagian Keuangan; dan 

C. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset. 

3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, terdiri dari : 

A. Subbidang Pendataan dan Penetapan; 

B. Subbidang Penilaian dan Verifikasi Pelaporan Pajak; dan 

C. Subbidang Pendaftaran dan Pengelolaan Data. 

4. Bidang Penagihan Pajak, terdiri dari : 

A. Subbidang Penatausahaan dan Penagihan Pajak Daerah; 

B. Subbidang Pelayanan Keberatan dan pengaduan; dan  

C. Subbidang monitoring, evaluasi dan pemeriksaan Pajak Daerah. 

5. Bidang Anggaran, terdiri dari : 

A. Subbidang Perencanaan Anggaran; 

B. Subbidang Pengendalian Anggaran; dan 

C. Subbidang Evaluasi dan Analisis; 

6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : 

A. Subbidang Penatausahaan Kas Daerah; 

B. Subbidang Belanja Langsung; dan 

C. Subbidang Belanja Tidak Langsung. 

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari : 

A. Subbidang Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

B. Subbidang Akuntansi Aset; dan  

C. Subbidang Hibah, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 
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8. Bidang Aset, terdiri dari : 

A. Subbidang Penatausahaan, Pembinaan dan Pengendalian; 

B. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan 

Penghapusan; dan 

C. Subbidang Pemanfaatan, Penilaian dan pengamanan. 

9. UPTD; dan 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Prosedur pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan yang dilakukan Badan 

Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh antara lain: 

A. Pendaftaran Objek Pajak 

Prosedur pendaftaran objek Pajak Bumi Dan Bangunan adalah indikator utama 

dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Banda Aceh, kemudian pendaftaran baru PBB adalah jenis pelayanan 

yang diberikan untuk mendaftarkan objek tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan dimanfaatkan. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak 

serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran 

kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu sebelum mendaftarkan PBB harus menentukan 

objek pajak apa yang ingin didaftarkan karena disini ada dua jenis pendaftaran yaitu 

bumi dan bangunan. Kemudian subjek pajak mendaftarkan objek PBB yang akan 

dilakukan oleh masyarakat yang baru akan mendaftarkan suatu kepemilikan tanah dan 

bangunan yang memperoleh manfaat atas keduanya dan mendaftarkan peralihan hak 

terhadap objek pajak. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid 

Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB , beliau mengatakan: 

“Wajib pajak harus memiliki bukti kepemilikan dari objek pajak baik itu 

sertifikat dari BPN, akta jual beli dari sekretaris dan surat dari desa tentang 

pengusaha hak yang dimiliki wajib pajak. Kemudian untuk pendaftaran 

dilakukan langsung oleh dinas BPKK atau bisa juga melalui perangkat 

gampong yang sudah ditugaskan dengan melampirkan foto copy KTP  dan 

surat tanah kemudian nantinya perangkat gampong yang akan 

menginformasikan ke kantor BPKK Banda Aceh”.34 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Miswardani selaku staf UPTD 

PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Normalnya pendaftaran isi formulir sesuai SOP nya. Jika objek pajaknya 

tidak diketahui kami biasanya meminta masyarakat untuk memberikan titik 

koordinat, hal ini dilakukan agar memudahkan para petugas untuk melacak 

objek pajak”.35 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

BPKK Banda Aceh melakukan kerjasama dengan perangkat desa dalam melakukan 

 
34Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
35 Wawancara dengan Bapak Miswardani selaku staf UPTD PBB dan BPHTB, pada Tanggal 6 Juni 

2023. 

Gambar 4.3 Loket Pendaftaran 
Sumber : Diolah Peneliti 



42 

 

 
 

pendaftaran PBB hal ini dilakukan agar objek pajak baru dan peralihan objek pajak 

dapat terdata. Dalam artian setiap subjek pajak wajib mendaftarkan kekayaan yang 

dimilikinya berupa tanah dan bangunan melalui petugas pelayanan di BPKK dan 

petugas gampong, dan nantinya petugas gampong menginformasikan ke BPKK dan 

formulir akan diisikan langsung oleh staf BPKK sesuai dengan SOP (standar 

operasional prosedur) dan akan dilakukan pemecahan satu hari kerja. Terkait dengan 

pendaftaran sejauh ini sudah sangat baik, dan cepat. Masyarakat mengakui bahwa 

pendaftaran yang diberikan sudah sangat memuaskan karena segala urusan dapat 

dilakukan melalui petugas pelayanan di BPKK dan bisa juga melalui petugas yang ada 

di gampong, sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Diki sebagai masyarakat, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Sistem pendaftaran yang diterapkan BPKK sudah sangat memuaskan, belum 

ada kendala selama saya melakukan pendaftaran, dan pembuatan nya juga 

cepat tidak sampai satu hari kerja selama kita melengkapi semua 

persyaratannya, kemudian untuk pembuatan PBB baru walaupun belum ada 

sertifikat, ada surat kepemilikan baik itu dari desa juga bisa dibuatkan PBB 

nya”.36 

 

 

 

 

 

 

 

 
36Wawancara dengan Bapak Diki Sebagai Masyarakat, pada Tanggal 8 Juni 2023. 
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Adapun Standar Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru Pada BPKK Banda Aceh 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Standar Pendaftaran Objek Pajak Baru Pada BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 

Jangka Waktu  : Minimal 1 (Satu) Hari 

Biaya    : Tanpa Biaya 

B. Pendataan Objek Pajak 

Qanun kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan menjelaskan bahwa pendataan dilakukan dengan 

menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Dalam artian SPOP yang 

dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta 

ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
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hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.37 Pendataan Objek 

PBB adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan 

menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri dari 

kegiatan penyusunan data awal atau pembentukan basis data dan pemutakhiran data. 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi baru terkait adanya data baik objek maupun 

subjek pajak. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Iqbal Rokan, S.STP 

selaku Kepala BPKK Banda  Aceh, beliau mengatakan: 

“Mekanisme pendataan yang kami lakukan dengan memastikan kepemilikan 

dari objek pajak kemudian kita juga melakukan penilaian sebelum ditetapkan 

objek pajak baik itu terhadap lahan, nilai jual objek pajak (NJOP), dan juga 

terhadap bangunannya.”38 

 

Sementara itu, Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan 

BPHTB, beliau mengatakan: 

“Pihak yang menugaskan pendataan itu sesuai dengan surat penugasan yang 

diterbitkan untuk melakukan pendataan ke lapangan dan menerima laporan 

hasil pendataan serta mendisposisikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan 

untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.”39 

 

 

 

 

 

 
37Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan. 
38 Wawancara dengan Bapak M. Iqbal Rokan, S.STP selaku Kepala BPKK Banda  Aceh, pada Tanggal 

6 Juni 2023. 
39 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
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Berikut beberapa dokumentasi pendataan objek tanah dan bangunan, yang 

berhasil dihimpun oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dan pengumpulan data 

berupa bukti dokumentasi, indikator pendataan objek pajak turut dilaksanakan oleh  

petugas yang terlibat dalam pendataan sesuai dengan surat penugasan untuk melakukan 

pendataan di lapangan, hal ini untuk memudahkan petugas untuk melacak setiap objek 

pajak. 

Dalam proses pendataan bagi wajib pajak baru biasa nya petugas hanya melihat 

peta dimana letak objek pajak atau petugas dapat melihat kepemilikan objek pajak dari 

sertifikat yang telah dilampirkan saat pendaftaran, pendataan dilakukan dengan tujuan 

agar mengetahui objek pajak yang masih aktif dan objek pajak yang NJOP nya berubah. 

Maka dari itu pendataan dilakukan setiap ada objek pajak yang mengalami perubahan. 

Hal ini terlihat bahwa petugas lebih memfokuskan kepada objek pajak dari pada 

melakukan pendataan kepada wajib pajak yang tidak menetap di lokasi objek pajak 

sehingga menghambat petugas dalam pendistribusian SPPT. 

Gambar 4.5 Pendataan Objek Tanah Dan Bangunan 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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Kemudian ada dua jenis pendataan yang dilakukan BPKK yaitu: 

1. Menyebarkan formulir yang diisikan oleh petugas BPKK dan langsung diisikan 

oleh masyarakat wajib pajak. Di dalam formulir terdapat dua formulir yaitu 

formulir untuk kepemilikan lahan dan formulir data bangunan. 

2. Pendataan dilakukan langsung oleh masyarakat dan petugas BPKK tanpa 

mengisi formulir, pendataan akan dilakukan di kantor BPKK Banda Aceh baik 

itu objek pajak baru maupun perubahan terhadap data objek atau subjeknya. 

Secara umum pendataan yang dilakukan jika ada perubahan data baru baik itu objek 

atau subjek pajak. Hal ini dilaporkan secara langsung ke kantor BPKK atau melalui 

petugas gampong oleh wajib pajak. Selain itu, pendataan juga dilakukan oleh petugas 

gampong dengan melakukan pendataan langsung kepada wajib pajak. Sebagaimana 

wawancara peneliti dengan Ibuk Winda sebagai masyarakat, beliau mengatakan: 

“Sebelumnya pendataan dilakukan oleh petugas gampong yang langsung ke 

rumah untuk melakukan pendataan, tapi sebelum itu pihak dari BRI kasih ke 

desa setelah itu petugas desa yang menyerahkan SPPT kerumah”.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Wawancara dengan Ibuk Winda sebagai masyarakat, pada Tanggal 8 Juni 2023. 
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Adapun Standar Pelayanan Pendataan Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Standar Pendataan Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 

 

Jangka Waktu  : Maksimal 30 (Tiga Puluh) Hari 

Biaya    : Tanpa Biaya 

C. Penilaian Objek Pajak 
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menyatakan bahwa tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB, dengan menerapkan pendekatan 

perbandingan harga, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. 
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Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata 

Usaha UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Penilaian akan dilakukan setiap terjadinya perubahan objek, misalnya dari 

tanah kosong dibangun bangunan itu terjadi perubahan nilai, kemudian sudah 

ada bangunan dilakukan renovasi dari tipe rumah 36 menjadi rumah besar itu 

juga terjadi perubahan penilaian, perubahan tersebut dilakukan oleh BPKK 

dan juga jika terjadi perubahan nilai objek di kecamatan maka petugas kami 

yang di gampong akan menginformasikan ke petugas pelayanan BPKK Banda 

Aceh”.41 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas memperoleh hasil bahwa penilaian yang 

dilakukan BPKK Banda Aceh berlangsung sangat baik. Hal ini terlihat dengan 

dilakukan penilaian setiap terjadinya perubahan di lapangan. Kemudian pada nilai 

objek pajak sebelumnya apabila terjadi kenaikan pada objek pajak yang sebenarnya 

maka objek pajak tersebut akan naik juga berdasarkan NJOP nya. 

Metode penilaian objek pajak bumi dan bangunan terbagi menjadi tiga yaitu: 

1. Penilaian terhadap bumi dilakukan dengan cara menilai luas objek yang di 

sudah tercantum di sertifikat yang didapatkan dari BPN; 

2. Nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh keputusan wali kota Banda 

Aceh, kemudian menilai berdasarkan hasil survei berapa transaksi yang pernah 

terjadi di objek tersebut; 

 
41 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
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3. Penilaian terhadap bangunan dilakukan dengan cara melihat dari fungsi 

bangunan, luas bangunan, material bangunan, dan fasilitas yang ada pada 

bangunan. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

208/Pmk. 07 /2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan, bahwa cara menjumlah objek pajak yang sangat banyak sedangkan 

jumlah tenaga penilai dan waktu penilaian dilakukan yang tersedia sangat terbatas, 

maka pelaksanaan dengan dua cara, yaitu:42 

1. Penilaian Massal  

Penilaian PBB secara massal dapat dibagi dalam 2 bagian, yang pertama adalah 

melakukan penilaian PBB atas tanah dan yang kedua adalah melakukan penilaian 

bangunan. Dalam sistem ini NJOP tanah dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata 

(NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT), sedangkan NJOP Bangunan 

dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Dalam melakukan 

penilaian massal, baik untuk tanah maupun bangunan dapat menggunakan program 

komputer konstruksi umum (Computer Assisted Valuation/ CAV). Sebagaimana 

contohnya sebagai berikut: 

No NIR Penulisan 

1 Rp. 1.500.00 1.500 

2 Rp. 220.000 220 

3 Rp. 22.500 22,50 

4 Rp. 600 0,60 

 
42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/Pmk. 07 /2018 Tentang Pedoman 

Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. 
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2. Penilaian Individual 

Proses penilaian objek PBB secara individual dilakukan dengan memperhitungkan 

seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut secara rinci. Dalam penilaian individual, 

pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) serta Lembar 

Kerja Objek Khusus (LKOK) untuk data tambahan atau informasi tambahan. Adapun 

Standar Penilaian Objek Pajak Baru Pada BPKK Banda Aceh yaitu: 

Penilaian Bumi 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Bangunan  

Gambar 4.7 Standar Penilaian Objek Pajak Baru Pada BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 
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Pejabat yang ditunjuk dan juga melakukan penilaian objek pajak untuk penetapan 

NJOP Bumi dan NJOP Bangunan yang akan dilakukan oleh Penilai Pajak. 

 Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Iqbal Rokan, S.STP 

selaku Kepala BPKK Banda Aceh, beliau mengatakan: 

“Penetapan objek Pajak Bumi Bangunan dilakukan dengan memperhatikan 

besarnya tarif PBB adalah 0,1%. Kemudian dasar pengenaan pajak adalah 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Biasanya besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 

(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 

sesuai dengan perkembangan wilayahnya.”43 

 

Sementara itu, Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan 

BPHTB, beliau mengatakan: 

“Dalam penetapan PBB diperlukan basis data agar diperoleh ketetapan pajak 

yang objektif. Perubahan data objek maupun subjek pajak di lapangan dapat 

terjadi setiap saat, maka dari itu perlu dilakukan pemutakhiran data. 

Pemutakhiran data pada basis data dapat dilakukan secara aktif maupun 

secara pasif. Pemutakhiran data secara aktif dilakukan dengan petugas pajak 

langsung kelapangan untuk menghimpun perubahan data yang terjadi. 

Sedangkan pemutakhiran data secara pasif dilakukan dengan menunggu wajib 

pajak melaporkan perubahan data subjek maupun objek pajaknya ke kantor.”44 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Penetapan Objek Pajak sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan besarnya 

NJOP setiap tiga tahun sekali kecuali ada beberapa objek yang dapat dilakukan setiap  

tahunnya. Kemudian menetapkan basis data dalam melakukan pendataan di lapangan. 

 
43 Wawancara dengan Bapak M. Iqbal Rokan, S.STP selaku Kepala BPKK Banda Aceh, pada Tanggal 

6 Juni 2023. 
44 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
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Berdasarkan hasil di lapangan bahwa selain pemutakhiran basis data juga dilakukan 

klasifikasi Tanah Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tanah per Meter Persegi (NJOP per 

M2 Tanah) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota).  

Kemudian perhitungan NJOP Bangunan dilakukan secara masal melalui Daftar Biaya 

Komponen Bangunan (DBKB). DBKB bersumber dari harga material bangunan 

dan  ongkos tukang. Selanjutnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan 

pemutakhiran melalui SISMIOP untuk menetapkan SPPT. 

Adapun Standar Penetapan Objek Pajak Baru Pada BPKK Banda Aceh yaitu: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Standar Penetapan Objek Pajak Baru Pada BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 

 

E. Pembayaran Objek Pajak 
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keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi seseorang atau badan.45 Sebagaimana hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB 

dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Setelah PBB ditetapkan di awal tahun, setelah itu baru dibuatkan namanya 

SPPT, SPPT ini kita tetapkan di januari kemudian kita cetak dan distribusikan 

kepada wajib pajak melalui petugas gampong, setelah wajib pajak menerima 

SPPT baru dia membayarkan maksimal waktu yang diberikan 6 bulan setelah 

dia menerima SPPT, sekarang kita seragamkan untuk SPPT  batas akhir 

pembayaran 31 oktober”.46 

 

Selanjutnya  hasil wawancara dengan Ibuk Cut Sofira Dara selaku staf UPTD 

PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“SPPT PBB kami keluarkan bulan tiga bersamaan juga kami bagikan ke 

petugas yang ada di gampong yang nantinya mereka yang akan 

mendistribusikan ke rumah masyarakat , jika masyarakat sudah menerima 

SPPT mereka langsung membayarkan melalui Via Mobile Action Bank Aceh 

atau melalui counter pelayanan kami Mal Pelayanan Publik dan langsung ke 

BPKK Banda Aceh”.47 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sistem pembayaran yang diterapkan BPKK sejauh ini sudah baik, dengan memberikan  

pelayanan di beberapa objek sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pembayaran.  

 
45 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan. 
46 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
47 Wawancara dengan Ibuk Cut Sofira Dara selaku staf UPTD PBB dan BPHTB, pada Tanggal 6 Juni 

2023. 
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Kemudian sebelum melakukan pembayaran objek pajak biasanya menerima 

SPPT sebagai persyaratan yang harus dibawa saat melakukan pembayaran, dan 

nantinya uang tersebut diterima oleh petugas BPKK yang secara otomatis akan 

langsung masuk ke kas daerah. Maka dari itu membayar pajak tepat waktu akan 

membantu mengatasi dampak pandemi yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi 

dan juga menerima manfaat fasilitas negara.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Winda sebagai masyarakat 

beliau mengatakan: 

“Untuk pembayaran PBB harus membawa SPPT, tahun ini SPPT harus 

diambil langsung dari kantor BPKK ngak langsung dari kecamatan , sekarang 

kecamatan hanya mengeluarkan bukti pembayaran, alhamdulillah 

pembayaran PBB rutin saya bayarkan setiap tahunnya”.48 

 

 

 

 

 
48 Wawancara dengan ibuk Winda sebagai masyarakat, pada Tanggal 8 Juni 2023. 

GAMBAR 4.9 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 

Sumber : BPKK Banda Aceh 



55 

 

 
 

Sementara itu Bapak Diki sebagai masyarakat, beliau mengatakan: 

“Dalam pembayaran PBB rutin saya bayarkan setiap tahunnya, biasanya saya 

melakukan pembayaran langsung ke BPKK Banda Aceh walaupun sekarang 

sudah bisa melakukan pembayaran online tapi belum pernah”.49 

 

Kemudian wawancara peneliti dengan Ibuk Sri Mursidayanti sebagai 

masyarakat beliau mengatakan: 

“Pembayaran PBB rutin saya bayarkan sesuai SPPT yang diberikan, akan 

tetapi pembayaran PBB saya bayarkan bukan mengataskan nama saya akan 

tetapi nama penyewa, dan penyewa tidak menginformasikan hal tersebut 

sehingga pembayaran PBB dibebankan kepada saya”.50 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari 

beberapa informan yang sudah peneliti wawancarai semua menjawab mereka rutin 

membayar pajak. Dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan 

tanggung jawab membayar pajak, karena dengan membayar pajak masyarakat juga 

akan menerima manfaatnya.  

Kemudian dalam pembayaran PBB apabila nama penerima manfaat objek pajak 

tidak terdaftar akan tetapi hanya sebagai penerima manfaat maka objek pajak akan 

dibebankan kepadanya, dalam artian sebelum menyewa harus ada sebuah kesepakatan 

di awal, sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Miswardani selaku staf UPTD 

PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“PBB dibayarkan bagi penerima manfaat atas bangunan atau tanah tersebut. 

Jadi sebelum menyewa harus ada perjanjian awal pemilik dengan penyewa 

tentang apa saja yang harus dibayarkan. Kami sempat juga sarankan ke desa 

 
49Wawancara dengan Bapak Diki sebagai masyarakat, pada Tanggal 8 Juni 2023. 
50 Wawancara dengan Ibuk Sri Mursida Yanti Khairatun sebagai masyarakat, pada Tanggal 7 Juni 2023. 
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sebaiknya disampaikan kepada pemilik untuk membuatkan perjanjian karena 

sekarang PBB salah satu yang wajib”.51 

 

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak PBB dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 

1. Pembayaran langsung ke tempat pembayaran 

Pembayaran PBB dapat dilakukan pada Mal Pelayanan Publik dan BPKK Banda 

Aceh dengan menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayarannya, wajib pajak 

akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).  

2. Pembayaran melalui Via Mobile Action Bank Aceh 

Yang harus dilakukan adalah Login terlebih dahulu, lalu Pilih menu "Layanan" 

pada halaman utama kemudian Pilih jenis layanan "Pajak & Retribusi", lalu pilih 

"PBB" dan Kemudian pilih Kabupaten/Kota tempat objek pajak yang ingin dilakukan 

pembayaran dan masukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Wajib pajak akan menerima 

bukti / resi Transaksi dilampirkan untuk kebutuhan dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 
51 Wawancara dengan Bapak Miswardani selaku staf UPTD PBB dan BPHTB, pada Tanggal 6 Juni 2023 
 

Gambar 4.10 SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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Selanjutnya di dalam pembayaran ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam 

pembayaran PBB sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak 

2. Sumber daya manusia para pegawai 

3. Kurang optimal dalam tindakan penagihan pajak  

4. Listrik padam dan gangguan koneksi pada sistem pembayaran. 

Adapun Standar Pembayaran Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Standar Pembayaran Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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F. Penagihan Objek Pajak 

Prosedur penagihan PBB ini dijalankan ketika pembayaran PBB telah jatuh tempo 

dan biasanya Wajib Pajak terlambat membayar PBB atau membayar dengan jumlah 

yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan 

dokumen-dokumen berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat 

Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran (ST) dan Surat 

Paksa. 

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid 

Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Pajak yang terutang berdasarkan SPPT itu harus dilunasi selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak 

dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak, akan tetapi masih 

kurangnya partisipasi wajib pajak.”52 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap 

wajib pajak harus melakukan pembayaran PBB setelah menerima SPPT, di dalam 

proses penagihan belum terlaksana dengan baik karena masih ada wajib pajak yang 

belum memiliki  kesadaran dalam membayar PBB. 

Kemudian apabila terjadi keterlambatan atau Penundaan dalam pembayaran PBB 

sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan bunga 2% (dua persen) 

sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan. Selanjutnya juga dikenakan denda administrasi 

 
52 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
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ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat 

Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak 

tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. Sebagaimana mekanisme 

sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yaitu: 

1. Apabila wajib pajak menunggak atau tidak membayar PBB akan dilakukan 

pendekatan secara persuasif baik itu secara personal atau komunikasi secara 

lisan; 

2. Membuat surat teguran tertulis dengan punya batas waktu; 

3. Pemanggilan dari BPNS; 

4. Dikeluarkan surat paksa; 

5. Penyegelan. 

Adapun Standar Penagihan Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh yaitu: 

    7 Hari         21 Hari 

 

     

      

  21 Hari         14 Hari    14 Hari tidak lunas        2×24 Jam 

 

 

              Lunas 

                       

 

 

Gambar 4.12 Standar Penagihan Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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G. Pencatatan Objek Pajak 

BPKK Banda Aceh melakukan pencatatan setelah SPPT dikeluarkan sebagai 

catatan piutang, yang diharapkan SPPT yang dikeluarkan dapat dibayarkan seluruhnya 

oleh wajib pajak dan menjadi penerimaan PBB. Pencatatan dilakukan baik yang belum 

dibayarkan dan yang sudah dibayarkan pajak terutang oleh wajib pajak sebagai bentuk 

target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.  

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid 

Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Dalam pencatatan ini, dilakukan oleh Bank  dan BPKK Banda Aceh atas 

penerimaan pembayaran PBB terutang, karena wajib pajak yang sudah 

membayarkan PBB tersebut dapat dilihat langsung oleh BPKK atas 

pembayaran wajib pajak yang telah membayarkan PBB. Pencatatan pajak 

bumi dan bangunan dilakukan sebanyak 2 jenis pencatatan yaitu pencatatan 

perbulan dan pertahun.”53 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pencatatan yang dilakukan oleh Bank dan BPKK Banda Aceh sudah berjalan 

sebagaimana mestinya dengan dilakukan pencatatan perbulan dan pertahun. 

Pencatatan pendapatan mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi 

dan juga sebagai instruksi untuk menghasilkan output yang laporan keuangan apabila 

transaksi pendapatan tidak dicatat dengan tepat maka dapat mengakibatkan laporan 

keuangan yang dihasilkan tidak akurat dan satuan kerja dinilai tidak akuntabel dalam 

pengelolaan sumber daya yang dikelola. Maka dari itu BPKK membuat pencatatan 

 
53 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
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rekapitulasi, karena untuk mempermudahkan mengetahui jumlah SPPT yang telah 

dibayarkan. Dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh pihak BPKK maka dapat 

mengelompokkan wajib pajak per kecamatan, selain mengurangi resiko kesalahan 

pencatatan yang terjadi dan membantu melihat realisasi penerimaan pajak per 

kecamatan. Adapun hambatan yang terjadi pada saat pencatatan yaitu, 

keterlambatannya penyetoran pendapatan ke bagian pencatatan PBB dan menunda 

pencatatan sehingga menumpuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan setiap hari. 

Adapun Standar Pencatatan Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh yaitu: 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Standar Pencatatan Objek Pajak Pada BPKK Banda Aceh 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan 

baru, dan nilai jual pengganti. Pada ayat (1) juga dijelaskan NJOP ditetapkan setiap 3 

(tiga) tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 

sesuai dengan perkembangan wilayahnya.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid 

Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

"Sebelumnya harus mengetahui dulu objek pajak karena perbedaan NJOP ada 

pada setiap lokasi, di lokasi yang sama bisa terjadi NJOP berbeda. Oleh 

karena itu kita harus mengetahui pasti letak objek pajak, misalnya kawasan 

jalan utama lebih mahal dari pada jalan belakang. Kemudian di Banda Aceh 

penetapan RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nilai objek tidak 

kena pajak”.54 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap 

objek pajak memiliki NJOP berbeda. Dengan demikian diperlukan sebuah kerjasama 

antara petugas BPKK dengan objek pajak sebelum memberikan informasi objek  

pajaknya. 

Tarif pajak yang ditetapkan BPKK Banda Aceh adalah sebesar 0,1%. Selanjutnya 

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:  

1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

 
54 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
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membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; 

2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi 

dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; 

3) Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu 

objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. 

Contoh: 

1. Luas Tanah 170 m2 , NJOP   = Rp 1.147.000/m2  

2. Luas Bangunan 128 m2 , NJOP  = Rp 595.000 /m2  

Maka besarnya PBB yang harus dibayar dapat dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

Tanah 170 × 1.147.000  = Rp 194.990.000  

Bumi 128 × 595.000  = Rp 76.160.000  

NJOP    Rp 271.150.000 

NJOPTKP    Rp 25.000.000 

NJOP untuk perhitungan PBB  Rp 246.150.000 

PBB yang terutang 0,1 × 246.150.000 = Rp 246.150 

Jadi PBB yang harus dibayar sebesar Rp 246.150 
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B. Standar  Operasional Prosedur (SOP) 

Dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Standar 

Operasional Prosedur Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh 

menjelaskan bahwa SOP disusun sebagai pedoman atau standardisasi cara yang 

dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, serta mengurangi kesalahan dan 

kelalaian. Tujuan penyusunan standar operasional prosedur pada dinas BPKK adalah:55 

1. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab 

khusus dalam melaksanakan tugas; 

2. Menciptakan ukuran standar kinerja sehingga menunjukkan kinerja organisasi 

yang efisien dan dikelola dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid 

Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Pada dasarnya peraturan dan SOP pengelolaan PBB sudah berdasarkan 

SOP yang disusun atas kerjasama pemerintah dengan kabupaten, akan tetapi 

dalam pengelolaannya belum optimal karena tingkat pemahaman masyarakat 

masih kurang”.56 

 

Sejalan dengan penyampaian di atas, dari hasil wawancara peneliti dengan 

Bapak Miswardani selaku staf UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Pengelolaan PBB telah dilaksanakan berdasarkan SOP nya, kemudian dalam 

penyampaian SPPT biasanya kami tetapkan di awal tahun kemudian kita 

distribusikan ke gampong melalui perangkat gampong jeda waktunya 2-3 bulan 

untuk retribusinya.57 
 

55Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. 
56 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
57 Wawancara dengan Bapak Miswardani selaku staf UPTD PBB dan BPHTB, pada Tanggal 6 Juni 

2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pengelolaan PBB yang dilakukan BPKK sudah sesuai SOP dan penyampaian SPPT  

kepada masyarakat telah distribusikan pada bulan maret oleh petugas dengan batas 

waktu pembayaran pada bulan oktober. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu 

Winda sebagai masyarakat, beliau mengatakan: 

“Penyampaian SPPT tepat waktu disalurkan kepada wajib pajak, 

penerimaannya bulan tiga sudah sesuai SOP dengan batas pembayaran pada 

bulan oktober”.58 

 

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Diki sebagai masyarakat beliau 

mengatakan: 

“Penyampaian SPPT tidak mengalami keterlambatan, petugas memberikan 

kepada wajib pajak sudah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, 

dan pelayanan yang diberikan  sejauh ini sudah baik”.59 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa SOP 

pengelolaan PBB di kota Banda Aceh sudah berjalan maksimal sesuai SOPnya, 

terutama dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak dan pelayanan yang diberikan 

BPKK sejauh ini sudah baik. 

Di dalam standar operasional prosedur  (SOP) berdasarkan hasil penelitian 

pengamatan di lapangan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari penyampaian 

SPPT tidak mengalami keterlambatan dan pelayanan yang baik dalam prosedur 

pendaftaran PBB dengan memenuhi persyaratan. 

 
58 Wawancara dengan Ibu Winda selaku masyarakat, pada Tanggal 8 Juni 2023. 
59 Wawancara dengan Bapak Diki selaku masyarakat pada Tanggal 8 Juni 2023. 
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C. Peluang dan Hambatan Dalam Peningkatan PAD 

1. Peluang dalam peningkatan PAD 

Peluang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh PBB 

yang dapat menunjang PAD yang berpotensi untuk dikembangkan khususnya di kota 

banda aceh, Adapun peluang tersebut adalah: 

a) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah 

Peran pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan pemungutan PBB hal ini 

akan menjadi sebuah peluang dalam peningkatan PAD. Terjalinnya kerjasama dinas 

BPKK Banda Aceh dengan perangkat yang ditugaskan di setiap kecamatan Banda 

Aceh akan membantu prosedur PBB dalam pendistribusian SPPT kepada wajib pajak 

sehingga akan dilakukan pemungutan PBB oleh petugas. Sebagaimana wawancara 

peneliti  dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan 

BPHTB, beliau mengatakan bahwa: 

“Dalam pemungutan PBB kami menjalin kerjasama dengan petugas yang 

sudah kami tugaskan di setiap kecamatan di Banda Aceh, sehingga dalam 

proses pemungutan PBB akan dilakukan oleh petugas agar terealisasi setiap 

kecamatan”.60 

 

 

 

 

 

 
60 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 

Gambar 4.14 Petugas PBB se-Banda Aceh 

Teken Perjanjian Kerja 
Sumber : BPKK Banda Aceh 
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Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan peneliti menemukan bahwa 

petugas melaporkan objek pajak yang belum terdata dan melakukan pemungutan PBB 

kepada wajib pajak. Akan tetapi tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran 

melalui petugas, dalam artian objek pajak dalam jumlah besar biasanya wajib pajak 

akan membayarkan langsung akan tetapi wajib pajak yang jauhnya jarak tempuh lebih 

efektif  melakukan pembayaran melalui petugas. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran petugas dalam prosedur pemungutan 

memiliki peran penting dalam pemungutan PBB. Berbagai upaya kreatif dan inovatif 

dalam rangka optimalisasi pendapatan, khususnya dalam pembayaran PBB untuk 

mencapai target. 

2. Hambatan dalam peningkatan PAD 

Hambatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh antara 

lain: 

a) Kepemilikan Objek Pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid 

Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Kendala petugas dalam pemungutan PBB adalah wajib pajak tidak di tempat 

sedangkan objek pajaknya ada, hal ini terjadi ketika petugas pendistribusian 
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SPPT kepada wajib pajak, hal tersebut yang menjadi kendala kami dalam 

melakukan pemungutan sehingga tidak mencapai target”.61 

 

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan peneliti menemukan bahwa pada 

saat pendistribusian SPPT kepada wajib pajak petugas menyerahkan langsung SPPT 

kepada wajib pajak, akan tetapi wajib pajak yang tidak ada di lokasi objek pajak hal ini 

yang menjadi kendala petugas dalam pendistribusian SPPT, sehingga petugas akan 

mengembalikan SPPT ke dinas BPKK Banda Aceh. Belum ada upaya dari dinas BPKK 

Banda Aceh dalam menangani wajib pajak yang tidak menetap pada objek pajak 

padahal hal tersebut yang menjadi pengaruh terhadap belum mencapai target tiap 

tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor 

yang menjadi penghambat dalam pemungutan PBB adalah wajib pajaknya tidak 

menetap di objek pajak, sehingga perlu dilakukan pendataan setiap tahun  oleh dinas 

BPKK Banda Aceh agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. 

b) Kurangnya Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat 

dalam peningkatan PAD. Hal ini karena kesadaran masyarakat belum tumbuh dan tidak 

memiliki sikap moral yang membantu memberikan sebuah kontribusi dalam 

pembangunan daerah  yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
61 Wawancara dengan Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB BPKK 

Banda Aceh, pada Tanggal 6 Juni 2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk  Cut Sofira Dara selaku staf 

UPTD PBB dan BPHTB, beliau mengatakan: 

“Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB bisa dikatakan baru mencapai 

50%, karena sebagian masyarakat ada yang merasa bahwa itu tanah saya dan 

rumah saya jadi untuk apa saya membayar PBB, sehingga dalam membayar 

PBB juga dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, dan faktor ekonomi”.62 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kesadaran masyarakat belum maksimal, yang dipengaruhi oleh faktor usia, jenis 

kelamin dan faktor ekonomi yang menyebabkan masih ada masyarakat yang merasa 

tidak wajib pajak. 

Faktor usia yang produktif mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak, 

sehingga usia yang rentan biasanya susah diberi pemahaman akan pentingnya 

pembayaran PBB dilakukan, sehingga keinginan untuk membayar pajak tersebut jadi 

terhambat. Selanjutnya jenis kelamin yaitu siapa saja yang memperoleh manfaat atas 

bumi dan bangunan maka pembayaran PBB akan dibebankan kepada penerima 

manfaat. Dalam artian bahwa objek pajak bukan atas namanya akan tetapi terjadi 

peralihan manfaat, sehingga dalam pembayaran PBB tidak membedakan jenis kelamin 

selama tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Kemudian 

faktor ekonomi yang setiap orang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda dan 

ketidakstabilan penghasilan yang menjadi hambatan  wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran PBB. 

 
62 Wawancara dengan Ibuk Cut Sofira Dara selaku staf UPTD PBB dan BPHTB, pada Tanggal 6 Juni 

2023. 
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Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan peneliti menemukan bahwa 

masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam pembayaran PBB, karena 

masyarakat beranggapan bahwa pembayaran PBB bukan kewajiban dan prioritas. Oleh 

sebab itu biasanya masyarakat akan membayar PBB pada saat melakukan pengurusan 

yang memiliki keterkaitan PBB sehingga di sini terjadi unsur paksaan bukan kesadaran 

diri sendiri dari masyarakat. Selanjutnya petugas yang ditugaskan di gampong tidak 

melakukan pungutan kepada wajib pajak yang belum membayarkan PBB yang 

menyebabkan penunggakan dan tidak tercapainya target dan realisasi yang telah 

ditetapkan pemerintah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

pembayaran PBB menjadi faktor penghambat untuk mencapai target dan realisasi yang 

telah ditentukan pemerintah. Walaupun sudah dilakukan pendekatan kepada wajib 

pajak, namun petugas harus melakukan pemerataan pendekatan kepada masyarakat 

yang menunggak dalam pembayaran dan melakukan survei kepada setiap petugas yang 

ditugaskan di gampong yang bertanggung jawab terhadap pemungutan oleh dinas 

BPKK Banda Aceh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Prosedur 

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah(PAD) Pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh. 

Adapun hasil penelitian yang ditemukan di lapangan sebagai berikut: 

1. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKK Banda Aceh 

sudah memenuhi sebagian indikator diantaranya: pertama, pendaftaran sudah 

berjalan sesuai SOPnya mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran sampai 

dengan penerimaan SPPTnya; kedua, pendataan sudah terpenuhi yang terdiri 

dari pendataan langsung kepada objek pajak baik itu terhadap lahan, NJOP, dan 

juga terhadap bangunan, akan tetapi pendataan terhadap wajib pajak belum 

dilakukan; ketiga, penilaian sudah berjalan dengan baik dengan melaksanakan 

penilaian setiap terjadinya perubahan objek pajak di lapangan; keempat, 

penetapan sudah terlaksana dengan menetapkan besarnya NJOP setiap tiga 

tahun sekali kecuali ada beberapa objek yang dapat dilakukan setiap tahunnya; 

kelima, pembayaran petugas memberikan pelayanan yang baik kepada wajib 

pajak dan BPKK Banda Aceh menerapkan sistem dan objek pembayaran; 

keenam, penagihan belum berjalan sesuai SOPnya karena masih ada wajib 

pajak yang belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak, yang 
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menghambat target dan realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target yang 

telah ditentukan; dan ketujuh, pencatatan sudah berjalan dengan baik dengan 

dilakukan pencatatan perbulan dan pertahun, akan tetapi keterlambatan 

penyetoran pendapatan ke bagian pencatatan PBB sehingga menunda 

pencatatan yang seharusnya dilakukan setiap hari. 

2. Perolehan sumber PBB dalam meningkatkan PAD salah satu sumber yang ikut 

berperan dalam membiayai pembangunan di kota Banda Aceh. Perolehan 

sumber PBB dilakukan dengan menetapkan NJOP dan tarif penerimaan PBB 

yang dilakukan oleh petugas dengan melihat letak objek pajak berdasarkan 

SOPnya. 

3. Peluang dalam meningkatkan PAD di Banda Aceh diantaranya menjalin 

kerjasama dengan pemerintah daerah merupakan salah satu elemen yang 

dilakukan oleh petugas yang ditugaskan membantu untuk mendistribusikan 

SPPT dan melakukan pungutan kepada wajib pajak untuk mencapai target yang 

telah ditentukan pemerintah. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat 

dalam peningkatan PAD yaitu kepemilikan objek pajak karena tidak dilakukan 

pendataan kepada wajib pajak sehingga SPPT tidak tersampaikan dan 

kurangnya partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor usia, jenis 

kelamin dan faktor ekonomi. 

 

 

 



73 

 

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini , maka peneliti bermaksud memberikan saran 

dan masukan bagi Dinas BPKK Banda Aceh ada beberapa saran dan masukan oleh 

peneliti yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi Dinas BPKK Banda Aceh agar mengupayakan pendataan bagi 

kepemilikan objek pajak dan meningkatkan SDM dalam pemungutan PBB 

untuk mencapai target dan realisasi yang telah ditetapkan. 

2. Diharapkan juga bagi petugas yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas 

yaitu melakukan pungutan kepada wajib pajak agar mengurangi penunggakan 

dalam pembayaran. 

3. Diharapkan bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam membayar PBB 

guna memudahkan petugas dalam melakukan pemungutan objek pajak. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara I 

No Indikator 

 

Pertanyaan  Informan 

1 Pendaftaran 1. Siapa yang bertanggung jawab 

dalam pendaftaran PBB? 

2. Bagaimana kriteria seseorang bisa 

mendaftar PBB? 

3. Apakah BPKK Banda Aceh ada 

melakukan sosialisasi pendaftaran 

PBB ? 

4. Dimana pendaftaran PBB 

dilakukan? 

 

 

2 Pendataan 1. Siapa yang melakukan pendataan 

PBB? 

2. Bagaimana proses pendataan PBB 

dilakukan? 

3. Apa tujuan terlaksananya 

pendataan PBB? 

4. Kapan pendataan PBB dilakukan? 

 

3 Penilaian 1. Siapa yang bertanggung jawab 

dalam melakukan penilaian PBB? 

2. Bagaimana metode penilaian yang 

umumnya dipakai dalam menilai 

objek PBB? 

3. Apa yang menjadi penilaian objek 

PBB? 

4. Mengapa penilaian PBB harus 

dilakukan? 

Kabid BPKK 

 

4 Pembayaran 1. Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pembayaran PBB? 

2. Bagaimana sistem pembayaran 

PBB yang diterapkan di BPKK 

Banda Aceh? 

3. Apa sanksi yang diberikan apabila 

PBB telat dibayarkan? 

4. Kapan pembayaran PBB mulai 

dilakukan? 
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Pedoman Wawancara II 

No Indikator Pertanyaan Informan 

1 Pendaftaran 1. Apa saja syarat untuk mengurus PBB? 

2. Bagaimana mekanisme pendaftaran 

PBB kepada wajib pajak? 

3. Apa kendala yang sering dialami 

masyarakat saat melakukan 

pendaftaran PBB? 

 

2 Pendataan 1. Bagaimana mekanisme pendataan 

yang dilakukan kepada wajib pajak? 

2. Apakah ada kendala dalam 

melakukan pendataan PBB? 

3. Bagaimana pendataan objek pajak 

yang ditetapkan kepada wajib pajak? 

 

 

3 Penilaian 1. Bagaimana mekanisme penilaian 

yang dilakukan kepada wajib pajak? 

2. Apakah ada kendala dalam 

melakukan penilaian PBB? 

3. Bagaimana penilaian yang dilakukan 

bagi objek pajak? 

Kassubid. Tata 

Usaha UPTD PBB 

dan BPHTB 

4 Pembayaran 1. Bagaimana mekanisme pembayaran 

yang dilakukan kepada wajib pajak? 

2. Apakah ada kendala dalam 

pemungutan pembayaran PBB? 

3. Dimana pembayaran PBB dilakukan? 
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Pedoman Wawancara III 

No Indikator Pertanyaan Informan 

1 Pendaftaran 1. Apa kendala yang sering dialami 

masyarakat saat melakukan 

pendaftaran PBB? 

2. Berapa lama mengurus PBB baru? 

3. Apakah segala proses pendaftaran 

PBB dipungut biaya? 

 

2 Pendataan 1. Apakah BPKK Banda Aceh pernah 

melaksanakan sosialisasi pendataan 

PBB kepada masyarakat? 

2. Bagaimana pendataan objek pajak 

meningkat? 

3. Dimana proses pendataan PBB 

dilakukan? 

 

3 Penilaian 1. Apa dasar hukum penilaian PBB? 

2. Bagaimana jika penilaian PBB tidak 

dilakukan? 

3. Berapa lama penilaian PBB 

dilakukan? 

Staf BPKK 

 

 

4 Pembayaran 1. Seberapa patuh masyarakat 

membayar PBB? 

2. Bagaimana masyarakat mengetahui 

tagihan pembayaran PBB? 

3. Apakah PBB wajib dibayarkan? 
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Pedoman Wawancara IV 

No Indikator Pertanyaan Informan 

1 Pendaftaran 1. Apakah BPKK Banda Aceh pernah 

melakukan sosialisasi  mekanisme 

pendaftaran PBB? 

2. Bagaimana bapak/ibu mengetahui 

bahwa termasuk objek pajak (kriteria 

pendaftaran)? 

3. Bagaimana pelayanan yang diberikan 

BPKK Banda Aceh saat pendaftaran 

PBB? 

 

2 Pendataan 1. Apakah BPKK Banda Aceh pernah 

melakukan pendataan langsung? 

2. Bagaimana proses pendataan yang 

dilakukan oleh BPKK Banda Aceh? 

3. Apakah BPKK Banda Aceh pernah 

melaksanakan sosialisasi pendataan 

PBB kepada masyarakat? 

 

3 Penilaian 1. Apakah penilaian objek pajak sesuai? 

2. Bagaimana bapak/ibu penilaian PBB? 

3. Berapa penilaian yang harus 

dibayarkan? 

Masyarakat  

4 Pembayaran 1. Apakah bapak/ibu rutin membayar 

PBB setiap tahunnya? 

2. Mengapa bapak/ibu mau atau tidak 

mau membayar PBB? 

3. Bagaimana menurut bapak/ibu 

terhadap sistem pembayaran? 
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Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 3 Surat Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Balasan Dari Dinas BPKK Banda Aceh 
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Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 

1. Wawancara Bersama Bapak Zulfahri, ST selaku Kasubid Tata Usaha UPTD 

PBB dan BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wawancara Bersama Bapak Miswardani selaku staf UPTD PBB dan BPHTB 
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3. Wawancara Bersama Ibuk Cut Sofira Dara selaku staf UPTD PBB dan BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara Bersama Ibuk Winda Sebagai Masyarakat 
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5. Wawancara Bersama Bapak Diki Sebagai Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wawancara Bersama Ibuk Sri Mursidayanti Sebagai Masyarakat 
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